Menimbang :

a.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan
Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan
Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, Badan Pelaksana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan
Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera
Utara bertugas melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas Badan Pelaksana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan
Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera
Utara, khususnya dalam melaksanakan kegiatan pengadaan
barang/jasa untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD
dan Kepulauan Nias Sumatera Utara, dipandang perlu
menyesuaikan  Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
tentang Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah dengan kondisi yang ada, agar pelaksanaannya dapat
dilakukan dengan cepat, efektif dan efisien dengan tetap
berpegang pada prinsip persaingan schat, transparan, terbuka

dan perlakuan yang adil bagi semua pihak serta akuntabel,

c. bahwa ...
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bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan
huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden
tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 80
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi

Sumatera Utara;

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pembentukan
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan
Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan

Nias Provinsi Sumatera Utara;

7. Keputusan ...
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7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003
tentang Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4430) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR &80 TAHUN 2003 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 36), diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat,

yakni ayat (3a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 10

(1) Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan

dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh panitia atau pejabat

pengadaan.

(3) Anggota ...
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Anggota panitia pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik

dari instansi sendiri maupun instansi teknis lainnya.

Dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Badan
Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan
Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, anggota panitia
pengadaan berasal dari instansinya sendiri atau instansi teknis
Pemerintah, dan dapat menyertakan pihak lain yang ditunjuk

oleh Kepala Badan Pelaksana.

Panitia/pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) di atas harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut :

a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab
dalam melaksanakan tugas;
b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;

c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas

panitia/pejabat pengadaan yang bersangkutan;

d. memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur

pengadaan berdasarkan Keputusan Presiden ini;

e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang
mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia/pejabat
pengadaan;

f. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa

pemerintah.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab panitia/pejabat

pengadaan meliputi sebagai berikut :

a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta
lokasi pengadaan,;
b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);

c. menyiapkan dokumen pengadaan,;

d. mengumumkan ...
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d. mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media
cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan

umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;

e. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau

prakualifikasi;

f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;

<. mengusulkan calon pemenang;

h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan
kepada pengguna barang/jasa;

i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan

pengadaan barang/jasa dimulai.

Panitia berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya 3
(tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi
pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang
diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar

instansi yang bersangkutan.

Pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang yang memahami tata
cara  pengadaan, substansi  pekerjaan/kegiatan  yang
bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari
unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang

bersangkutan.
Dilarang duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan :

a. pengguna barang/jasa dan bendaharawan;

b. pegawai pada Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP)/Inspektorat Jenderal Departemen/
Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Departemen/
Badan Pengawas Daerah  Propinsi/Kabupaten/Kota,
Pengawasan Internal BI/BHMN/BUMN/BUMD kecuali
menjadi panitia/pejabat pengadaan untuk pengadaan

barang/jasa yang dibutuhkan instansinya.”

2. Ketentuan ...
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2. Ketentuan Pasal 30 ayat (8) diubah, sechingga keseluruhan Pasal 30

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

“Pasal 30
Kontrak pengadaan barang/jasa dibedakan atas :

a. berdasarkan bentuk imbalan :
1) [lump sum,
2) harga satuan;
3) gabungan /ump sum dan harga satuan;
4) terima jadi (furn key);
5) persentase.
b. berdasarkan jangka waktu pelaksanaan:
1) tahun tunggal;
2)  tahun jamak.
c. berdasarkan jumlah pengguna barang/jasa:
1) kontrak pengadaan tunggal;

2) kontrak pengadaan bersama.

Kontrak /ump sum adalah kontrak pengadaan barang/jasa
atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu
tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan
semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses
penyelesaian  pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh

penyedia barang/jasa.

Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan
barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam
batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti
dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan
spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih
bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya
didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume
pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh

penyedia barang/jasa.

4) Kontrak ...
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Kontrak gabungan /ump sum dan harga satuan adalah
kontrak yang merupakan gabungan lump sum dan harga

satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.

Kontrak terima jadi adalah kontrak pengadaan barang/jasa
pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam
batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap
sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan dan
jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi
dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah

ditetapkan.

Kontrak persentase adalah kontrak pelaksanaan jasa
konsultansi di bidang konstruksi atau pekerjaan
pemborongan  tertentu, dimana  konsultan  yang
bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan
persentase  tertentu  dari  nilai  pekerjaan  fisik

konstruksi/pemborongan tersebut.

Kontrak tahun tunggal adalah kontrak pelaksanaan
pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa 1

(satu) tahun anggaran.

Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan
yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1
(satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh
Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN,
Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Provinsi,
Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD
Kabupaten/Kota, Kepala Badan Pelaksana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi
Sumatera Utara untuk pengadaan yang dibiayai APBN
dalam rangka kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah
dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

9) Kontrak ...
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Kontrak pengadaan tunggal adalah kontrak antara satu unit
kerja atau satu proyek dengan penyedia barang/jasa
tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam

waktu tertentu.

Kontrak pengadaan bersama adalah kontrak antara
beberapa unit kerja atau beberapa proyek dengan penyedia
barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan
tertentu dalam waktu tertentu sesuai dengan kegiatan
bersama yang jelas dari masing-masing unit kerja dan
pendanaan bersama yang dituangkan dalam kesepakatan

bersama.”

3. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 37

berbunyi sebagai berikut:

(1

(2)

(3)

“Pasal 37

Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat
dari kelalaian penyedia barang/jasa, sebagaimana diatur
dalam kontrak, maka penyedia barang/jasa yang
bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-
kurangnya 1 ©/o0 (satu perseribu) per hari dari nilai

kontrak.

Bila terjadi keterlambatan pekerjaan/pembayaran karena
semata~-mata  kesalahan  atau  kelalaian  pengguna
barang/jasa, maka pengguna barang/jasa membayar
kerugian yang ditanggung penyedia barang/jasa akibat
keterlambatan dimaksud, yang besarnya ditetapkan dalam
kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan
kerugian pengguna barang/jasa dikenakan sanksi berupa
keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban
biaya dari konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan
ganti rugi.

4. Penjelasan ...
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4. Penjelasan Pasal 17 ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan

Penjelasan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa harus
dapat memberikan informasi secara luas kepada
masyarakat dunia usaha baik pengusaha daerah

setempat maupun pengusaha daerah lainnya.
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Yang dimaksud dalam keadaan tertentu adalah :

a. penanganan darurat untuk pertahanan negara,
keamanan dan keselamatan masyarakat yang
pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau
harus dilakukan segera, termasuk penanganan

darurat akibat bencana alam; dan/atau

b. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut
pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan

oleh Presiden; dan/atau

c. pekerjaan yang Dberskala kecil dengan nilai
maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah), dengan ketentuan:
1) untuk keperluan sendiri; dan/atau

2) teknologi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -
2) teknologi sederhana; dan/atau
3) risiko kecil; dan/atau

4) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha
orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil

termasuk koperasi kecil.

. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh
pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat

ijin; dan/atau

. pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian
[ ogistic pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah yang penanganannya memerlukan
pelaksanaan  secara  cepat  dalam  rangka
penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai
dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e
meliputi pengadaan dan pendistribusian surat suara,
kartu pemilih beserta perlengkapan lainnya untuk
pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah; dan/atau

pekerjaan pengadaan barang/jasa yang
penanganannya memerlukan pelaksanaan secara
cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan
Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan
Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan

Nias Provinsi Sumatera Utara.

Pekerjaan ...
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Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf f

meliputi:

1. pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu
pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 1
Juli 2006;

2. pekerjaan yang dilakukan dalam rangka
meneruskan pekerjaan pengadaan perumahan
yang tidak dilaksanakan oleh  pemberi hibah
sesuai dengan tenggat waktu yang telah
ditetapkan  oleh  Badan  Rehabilitasi  dan
Rekonstruksi, yang penyelesaian pekerjaannya
perlu dilaksanakan secara cepat paling lama 1
(satu) tahun setelah pemberi hibah tidak mampu

melaksanakan kewajibannya.
Yang dimaksud dalam keadaan khusus adalah:

a. pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan

pemerintah; atau

b. pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat
dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa,

pabrikan, pemegang hak paten; atau

c. merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi
kecil atau pengrajin industri kecil yang telah

mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau

d. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat
dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus
dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang

mampu mengaplikasikannya.”

5. Penjelasan ...
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5. Penjelasan Pasal 22 ayat (5) diubah, sehinga keseluruhan
Penjelasan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)

Pengumuman pemilihan penyedia jasa konsultansi harus
dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas,
terutama penyedia jasa konsultansi baik dari daerah

setempat maupun dari daerah lainnya.
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Yang dimaksud dalam keadaan tertentu dan keadaan

khusus dalam ayat ini adalah:

a. penanganan darurat untuk pertahanan negara,
keamanan dan keselamatan masyarakat yang
pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus

dilakukan segera; dan/atau
b. penyedia jasa tunggal; dan/atau

c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut
pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan

oleh Presiden; dan/atau

d. pekerjaan ...
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d. pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan: untuk
keperluan  sendiri, mempunyai  risiko  kecil,
menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh
penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan
usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau

e. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang

hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin; dan/atau

f. pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat
dalam rangka pengembalian kekayaan negara yang
penanganannya dilakukan secara khusus berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf f adalah
pekerjaan  yang dilakukan untuk menyelesaikan
pekerjaan yang diserahkan kepada Pemerintah oleh
badan khusus yang dibentuk dalam rangka penyehatan
perbankan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998, termasuk penilaian

pertanggungjawaban badan khusus dimaksud; dan/atau

<. pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat
dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi
Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan
Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi

Sumatera Utara.

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢ adalah
pekerjaan desain dan perencanaan, yang waktu
pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 1 Juli
2006.”

6. Lampiran ...
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6. Lampiran I Bab I huruf C.1.a.4) ditambah, sehingga keseluruhan

angka 4) berbunyi sebagai berikut :

“4) Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal

memenuhi kriteria sebagai berikut :

a) Keadaan tertentu, yaitu:

(1)

(2)

(3)

(4)

penanganan darurat untuk pertahanan negara,
keamanan dan keselamatan masyarakat yang
pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau
harus dilakukan segera, termasuk penanganan

darurat akibat bencana alam; dan/atau

pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut
pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan

oleh Presiden; dan/atau

pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai
maksimum Rp50.000.000,00 (Iima puluh juta

rupiah), dengan ketentuan:
(a) untuk keperluan sendiri; dan/atau
(b) teknologi sederhana; dan/atau

(¢) risiko kecil; dan/atau

(d) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha
orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil

termasuk koperasi kecil.

pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian
logistik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah  yang  penanganannya  memerlukan

pelaksanaan secara  cepat  dalam  rangka

penyelenggaraan ...
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penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai
dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan

perundang-undangan; dan/atau

pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang
penanganannya memerlukan pelaksanaan secara
cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan
Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan
Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan

Nias Provinsi Sumatera Utara.

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka (5)

meliputi:

a. pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu
pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 1
Juli 2006;

b. pekerjaan yang dilakukan dalam rangka
meneruskan pekerjaan pengadaan perumahan
yang tidak dilaksanakan oleh  pemberi hibah
sesuai dengan tenggat waktu yang telah
ditetapkan  oleh  Badan  Rehabilitasi dan
Rekonstruksi, yang penyelesaian pekerjaannya
perlu dilaksanakan secara cepat paling lama 1
(satu) tahun setelah pemberi hibah tidak mampu

melaksanakan kewajibannya.

b) Pengadaan ...
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b) Pengadaan barang/jasa khusus, yaitu:

(1)

(2)

(3)

(4)

pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan

pemerintah; atau

pekerjaan/barang  spesifik yang hanya dapat
dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa,

pabrikan, pemegang hak paten; atau

merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi
kecil atau pengrajin industri kecil yang telah

mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau

pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat
dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus
dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang

mampu mengaplikasikannya.”

7. Lampiran 1Bab I huruf C.1.b.4) ditambah, sehingga keseluruhan

angka 4) berbunyi sebagai berikut:

“4) Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal

memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan

dan

keselamatan  masyarakat yang  pelaksanaan

pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera;

dan/atau

b. penyedia jasa tunggal; dan/atau

C.

pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut
pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh

Presiden; dan/atau

d. pekerjaan ...
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d. pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan: untuk
keperluan sendiri, mempunyai risiko kecil, menggunakan
teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia jasa
usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil,
dan/atau bernilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah); dan/atau

e. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak

paten atau pihak yang telah mendapat ijin; dan/atau

f. pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat
dalam rangka pengembalian kekayaan [ egara yang
penanganannya dilakukan secara khusus berdasarkan

peraturan perundang-undangan; dan/atau.

. pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat
dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi
Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat
Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera
Utara, yaitu pekerjaan desain dan perencanaan, yang
waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 1
Juli 2006.”

Pasal 1I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 18 -~

Pasal 11

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan

ttd.

Lambock V. Nahattands

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



